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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan reklamasi Teluk Benoa 

tidak sesuai dengan asas-asas Hukum Lingkungan maupun Hukum Penataan Ruang. 

Kebijakan pemerintan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 masih 

sumir dalam menetapkan Tindakan apa yang dilaksanakan, ditafsirkan oleh pihak 

pengembang bahwa kegiatan revitalisasi yang diperbolehkan dalam peraturan 

tersebut didalamnya termasuk kegiatan reklamasi Teluk Benoa. Hal ini tentu saja 

tidak sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut. Selain itu dapat 

dilihat bahwa respon dari pemerintah daerah provinsi Bali cenderung tidak 

menegakkan asas-asas Hukum Lingkungan serta Hukum Tata Ruang. 

2. Bahwa proyek reklamasi membawa dampak yang buruk bagi masyarakat yang 

terdampak oleh reklamasi ini. Proyek reklamasi ini dilaksanakan pada wilayah 

dimana masyarakat yang terdampak reklamasi melaksanakan mata pencahariannya. 

Selain itu tempat tersebut juga merupakan tempat yang suci secara keagamaan karna 

dipakai untuk melaksanakan upacara agama Hindhu selain itu pun ekosistem di 

wilayah pesisir Teluk Benoa menjadi terganggu yang mana hal tersebut menghambat 

tercapainya keadilan antar generasi sebagaimana dituju oleh prinsip berkelanjutan. 

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 bertentangan dengan Keputusan Menteri 

No. 46/KEPMEN-KP/2019 yang menyatakan bahwa wilayah Teluk Benoa 

merupakan Kawasan konservasi. Bahwa posisi dari Keputusan Menteri No. 

46/KEPMEN-KP/2019 secara hierarkis berada di bawah Peraturan Presiden Nomor 

51 Tahun 2014 sehingga berdasarkan asas lex superior derogate legi infreriori maka 

peraturan yang seharusnya diutamakan adalah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 

2014. Selama Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 ini masih berlaku pihak 

pengembang yang melaksanakan proyek reklamasi masih memiliki legitimasi yang 

cukup dalam melaksanakan tindakannya. 
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5.2. Saran 

5.2.1. Saran Akademis 

Bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dari koridor akademis, 

misalnya saja data mengenai syarat AMDAL yang masih belum didapatkan dari 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perlu dilaksanakan penelitian lebih 

lanjut yang lebih lengkap dalam rangka melengkapi apa yang telah ditelusuri dalam 

penelitian ini. 

5.2.2. Saran Praktis 

Bahwa sebagaimana telah tergambar dari hasil penelitian ini, kegiatan proyek 

reklamasi teluk Benoa telah melanggar asas-asas hukum lingkungan dan tata ruang, 

terutama asas pembangunan berkelanjutan. Idealnya pemerintah segera memberikan 

respon terkait dengan kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya yang memberi 

ruang bagi pihak pengembang untuk melaksanakan kegiatan reklamasi di wilayah 

teluk Benoa. 
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